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ABSTRACT

The puwrpose of this study is to analyze the technical efficiency of Stunting interventions in
Indonesia, borh in terms of technical costs and rechnical systems, and the relative efficiency berween
provinces. The data used in this study are 33 provinces data during the period 2015-2019. The research
method used Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) with DEAP. Government Integrated Special
Allocation Fund (Intervention) as input variable. Health facilities and services, which are indicators of
nutrition intervention, become intermediate output variables, and the percentage of normal nutritional
status (Height/Age) for children under five as output variables. The results show that there are only two
provinces (6.06%) that have achieved 100% technical efficiency in terms of costs. Meanwhile, technically
in the system, only six provinces (18.18%) have achieved efficient conditions. Regions that were always
relatively efficient compared to other provinces during the research year were only D1.Y and Bali.This
means that it is necessary to improve health facilities and services to reduce Stunting rates in children
under five and maximize the budget. This study recommends not reducing the integrated funds, but
optimizing output by increasing health facilities and services to the public.

Keywords: Efficiency, DEA, Stunt, Health Expenditure.
ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efisiensi teknis intervensi stunting di Indonesia, baik
dari segi biaya teknis maupun sistem teknis, dan efisiensi relatif antar provinsi. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data 33 provinsi selama periode 2015-2019. Metode penelitian menggunakan
Two-Stage Data Envelopment Analysis (DEA) dengan DEAP. Dana Alokasi Khusus Terintegrasi
(Intervensi) pemerintah provinsi sebagai variabel input. Fasilitas dan layanan kesehatan yang merupakan
indikator intervensi gizi menjadi variabel output intermediate, serta persentase status gizi (TB/U) normal
pada balita sebagai variabel ourpur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat dua provinsi
(6.06%) yang telah mencapai efisiensi 100% untuk teknis pada biaya. Sementara secara teknis pada
sistem hanya enam provinsi (18,18%) yang telah mencapai kondisi efisien. Provinsi yang selalu relatif
efisien terhadap provinsi lainnya selama tahun penelitian hanya D.I.Y dan Bali. Artinya, perlu dilakukan
peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk menurunkan angka stunting pada balita dan
memaksimalkan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan untuk tidak mengurangi dana terintegrasi,
namun pada optimalisasi output dengan peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efisiensi, DEA, Stunting, Pengeluaran Kesehatan.
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I. PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia  (2018) menyebutkan bahwa
berbagai kasus stunting yang terjadi di
wilayah Indonesia merupakan salah satu
permasalahan utama terkait gizi yang sedang
dihadapi pemerintah dan  masyarakat.
Stunting didefinisikan sebagai kurangnya gizi
secara kronis yang disebabkan oleh
kurangnya asupan gizi dalam waktu yang
cukup lama, schingga mengakibatkan
gangguan pertumbuhan pada anak yakni
tinggi badan anak lebih rendah atau pendek
(kerdil) dari standar usianya.

Mengingat pentingnya  penanganan
terhadap hal ini, pemerintah tetap
menjadikan agenda pencegahan stunting
sebagai prioritas meskipun pada masa
pandemi Covid-19 (Setwapres, 2020).
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Penelitian yang dilakukan oleh Aryastami
(2017) menunjukkan dampak buruk yang
cukup serius yang dialami oleh penderita
stunting: dari jangka pendek hingga jangka
panjang yang berkaitan dengan penurunan
kualitas sumber daya manusia dan masalah
penyakit degeneratif di usia dewasa. Selain
itu, stunting dan masalah gizi lainnya
diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-
3% produk domestik bruto (PDB) setiap
tahunnya (World Bank, 2014).

Data Survei Status Gizi Balita (2019)
memperlihatkan bahwa pemerintah telah
melakukan berbagai upaya dalam rangka
menurunkan angka prevalensi stunting
menjadi 27.3% dari target di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
2015-2019 pada tahun 2019 sebesar 28%.

2017 2018 2019

Gambar 1. Prevalensi Balita Stunting di Indonesia Tahun 2015-2019
Sumber: BPS (2019), data dielah

Dengan menggunakan acuan yang dipakai
standar  internasional (WHO), capaian
penurunan intervensi stunting di Indonesia
belum memenuhi target sebesar 20%. Maka
dari itu, masih diperlukan upaya khusus
untuk mencapai target prevalensi stunting
sesuai standar tersebut. Pemerintah juga
menargetkan pada RPJMN 2020-2024 untuk
menurunkan angka stunting menuju 14% di
tahun 2024.

Kementerian Keuangan secara konsisten
mengalokasikan anggaran untuk gizi dengan
target penurunan stunting yang terkandung

dalam RJPMN 2015-2019 (Kemenkeu,
2018). Salah satu alokasi di bidang kesehatan
yang diberikan dari pusat kepada pemerintah
daerah yakni melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK). PMK No. 61/PMK.07 Tahun 2019,
transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
merupakan bagian dari belanja negara yang
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara kepada daerah dan desa dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan yang
telah diserahkan kepada daerah dan desa.
Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
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intervensi stunting salah satunya adalah
merupakan dana alokasi khusus (DAK) yang
terbagi menjadi tiga bidang, yakni bidang
kesehatan, air minum, dan sanitasi.

Adanya alokasi dana dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah khususnya
pada Rencana Strategis Nasional untuk
sustainable  development goals (SDGs)
diharapkan dapat mendorong percepatan
pembangunan kesehatan. Salah satu upaya
yang dilakukan dengan menekan angka
prevalensi stunting di Indonesia. Sebagian
besar provinsi memiliki anggaran kesehatan
yang tidak meningkat cukup besar dari tahun
sebelumnya.  Sementara  itu,  kondisi
penurunan prevalensi stunting saat ini juga
belum mencapai target sesuai standar
minimum WHO sebesar 20%. Dengan
demikian, rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:

Kasus Stunting (Balita Pendek/Sangat
Pendek) di Indonesia

.

Intervensi Stunting

.

Pengeluaran Pemerintah Dana Alokasi
Khusus (DAK) Intervensi Stunting
Terintegrasi dari TKDD - 33 provinsi
Indonesia

Ef. Teknis pada Biaya

. Bagaimana tingkat efisiensi teknis pada
biaya intervensi stunting di Indonesia
pada tahun 2015-2019?

2. Bagaimana tingkat efisiensi teknis pada
sistem dalam intervensi stunting di
Indonesia pada tahun 2015-2019?

3. Bagaimana tingkat efisiensi relatif
intervensi stunting antar provinsi di
Indonesia pada tahun 2015-20197

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder
dari 33 Provinsi di Indonesia dari tahun
2015-2019. Data tersebut diperoleh dari
lembaga kesehatan maupun non-kesehatan
seperti, Kementerian Kesehatan RI, Survei
Status Gizi Balita, Badan Pusat Statistik, dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan —
Kementerian Keuangan R1. Adapun kerangka
pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai
berikut:

Tingkat Efisiensi Relatif

| | Intervensi Stunting
Intervensi Gizi Intervensi Gizi Anu]lrde\fl_nm di
Spesifik Sensitif — ndonesia
¢ """"""" Ef. Teknis pada
Sistem

Peningkatan Status Gizi (TB/U)
Normal pada Balita dan Penurunan
Angka Srunting
di Setiap Provinsi

Gambar 2. Kerangka Peneltian
Sumber: Penulis
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A. Variabel Penelitian

Terdapat tiga jenis variabel dalam
penelitian ini, yaitu variabel input, variabel
output intermediate, dan variabel ouput.
Indikator-indikator variabel tersebut yakni
sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Variabel Input

Dana alokasi khusus untuk intervensi
stunting terintegrasi dari TKDD. Menurut
PMK No. 61/PMK .07 Tahun 2019, transfer
ke daerah dan dana desa (TKDD) merupakan
bagian dari belanja negara yang dialokasikan
dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara kepada daerah dan desa dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan yang telah
diserahkan kepada daerah dan desa. TKDD
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
intervensi stunting salah satunya merupakan
dana alokasi khusus (DAK) yang terbagi
menjadi tiga bidang, yakni bidang kesehatan,
air minum, dan sanitasi.

2. Variabel Output Intermediate

Variabel output intermediate adalah
variabel perantara. Terdapat 3 jenis indikator
dalam intervensi gizi spesifik dan 2 jenis
dalam intervensi gizi sensitif.

Intervensi  gizi  spesifik merupakan
intervensi menyasar penyebab langsung
stunting. Indikator yang digunakan dalam
penelitian adalah persentase anak umur 12-23
bulan yang menerima imunisasi dasar
lengkap dengan tingkat kesejahteraan 40%
menurut provinsi dan persentase bayi usia
kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI
Eksklusif menurut provinsi.

Intervensi  gizi  sensitif merupakan
intervensi yang menyasar pada penyebab
tidak langsung stunting. Intervensi tersebut
meliputi peningkatan akses pangan bergizi,
peningkatan kesadaran, komitmen, dan
praktik pengasuhan gizi ibu dan anak,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan
gizi dan keschatan, serta penyediaan air
bersih dan sanitasi. Indikator yang digunakan
dalam penelitian ini adalah persentase
perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas
kesehatan dengan tingkat kesejahteraan 40%
menurut provinsi, persentase rumah tangga
yang memiliki akses terhadap layanan
sanitasi yang layak dan berkelanjutan

menurut provinsi, dan persentase rumah
tangga yang memiliki akses terhadap layanan
sumber air minum layak dan berkelanjutan
menurut provinsi.
3. Variabel Qutput

Persentase status gizi (TB/U) normal pada
anak 0-59 bulan (balita) menurut provinsi
Penilaian status gizi anak dihitung melalui
indeks tinggi badan menurut umur (TB/U)
berdasarkan nilai terstandar = (Z-score),
kemudian diklasifikasikan oleh WHO dan
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
1995/MENKES/SK/X11/2010  berdasarkan
indikator TB/U yakni sangat pendek (Zscore
<-3,0), pendek (Zscore = -30 s/d
Zscore < -2,0) dan normal (Zscore = -2,0).
Stunting (stunted) merupakan gabungan dari
balita sangat pendek dan pendek.

B. Metode Analisis

Metode pengukuran yang digunakan
adalah metode non-parametrik melalui
analisis data envelopment analysis (DEA)
dengan aplikasi DEAP ver. 2.1 University of
Queensland.  Penelitian ini menggunakan
analisis dua tahap DEA. Besaran efisiensi
tahap pertama (efisiensi teknis pada biaya)
dan tahap kedua (efisiensi teknis pada
sistem) dirumuskan sebagai berikut.

D
1, cenmalized _ =1 %*aZdo _ vD %
5 = Y1 W4 Zgo

- m
J ity Vi Xig
dan
g
utyy
e?.,cemralizad _ Zr—l 1o
j - D
] Zd_[ w4 Zdo

Asumsi yang digunakan pada efisiensi
tahap pertama adalah besarnya input
pengeluaran pemerintah dalam intervensi
stunting mampu menghasilkan jumlah output
indikator intervensi gizi spesifik dan
intervensi gizi sensitif dengan besaran yang
berbeda-beda. Asumsi yang dimaksud untuk
menghitung efisiensi teknis biaya tersebut
adalah variabel return to scale (VRS) dan
model orientasi output (output oriented).
Penambahan proporsi input pada pengeluaran
pemerintah tidak selalu dapat meningkatkan
proporsi output dengan nilai yang sama.
Hasil dapat ditentukan  selain  dari
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pengeluaran pemerintah, seperti kesadaran
masyarakat, kondisi lingkungan rumah
tangga, dan lain-lain.

Adapun asumsi yang digunakan pada
efisiensi tahap kedua adalah besarnya input
indikator intervensi stunting (spesifik dan
sensitif) mampu  menghasilkan  angka
prevalensi stunting yang tidak sama. Asumsi
yang dimaksud untuk menghitung efisiensi
teknis sistem tersebut adalah VRS dan model
input oriented, serta ceteris paribus. Hal ini
dikarenakan kondisi efisien yang terbaik
yaitu dengan mengoptimalkan jumlah input
dalam mencapai output tertentu.

IT1. PEMBAHASAN

A.Efisiensi Teknis pada Biaya Intervensi

Stunting

Berdasarkan hasil analisis, pada tahun
2015 nilai efisiensi teknis untuk biaya
intervensi  stunting di 33 provinsi
menunjukkan bahwa hanya terdapat empat
kota yang mencapai nilai efisiensi 100%
(efisien), yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan
Timur. Daftar pencapaian nilai efisiensi
teknis pada biaya intervensi stunting
ditampilkan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Nilai Efisiensi Teknis pada Biaya Intervensi
Stunting Menurut Provinsi Tahun 2015-2019

J;fwa 090 100 092 093 0097
Timur

Banten 072 071 072 075 089
Bali 1,00 1,00 1,00 100 1,00
NTB 1,00 094 092 100 1,00
NTT 081 0.83 0,82 097 098
Kalimantan 072 0.75 0,76 090 0,78
Barat

Kalimantan 0.61 0.69 0,73 077 068
Tengah

Kalimantan 0.81 0.90 0.87 073 087
Selatan

K‘ahmanlan 1.00 0.86 1,00 1.00 094
Timur

Kalimantan 0.96 0.95 0,99 1,00 1,00
Utara

Sulawesi 078 081 078 083 091
Utara

Sulawesi 0.68 0.70 0,76 0,80 081
Tengah

Sulawesi 0.81 0.86 0,89 094 095
Selatan

Sulawesi

089 092 0,89 091 0954
Tenggara

Gorontalo 0,79 1.00 0.89 0,90 096

Sulawest 077 079 092 099 095
Barat
Maluku 073 068 077 08 092
Malulcy 063 071 088 100 086
Utara
Papoa 068 074 082 082 087
Barat
Papua 060 078 081 072 100

Efisiensi
Provinsi

2015 2016 2017 2018 2019
Aceh 063 081 078 081 087
SmiEy 072 086 078 076 0,90
Utara
Sumaterq 081 085 087 091 092
Barat
Riau 080 086 088 0092 088
Jambi 070 074 076 098 085
SllmAiEe 075 0,70 080 077 084
Selatan
Bengkulu 080 078 097 087 082
Lampung 0,85 0,82 0,79 0,80 0,89
Kep.
Bangka 096 100 092 094 093
Belitung

Kep. Riau 0,88 100 094 099 091
Jawa Barat 083 080 0582 082 095

Jawa 094 100 096 097 0098
Tengah

DI 100 100 100 100 100
Yogyakarta ’ ’ ’ ’ ’

Sumber: Hasil Olah Statistik, 2021

Jumlah provinsi yang mencapai efisiensi
100% bertambah tiga dari tahun sebelumnya
menjadi tujuh di tahun 2016, yakni Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan
Riau, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali dan Gorontalo. Provinsi yang
masih bertahan dengan nilai efisiensinya
adalah Bali dan D.I. Yogyakarta.

Efisiensi 100% hanya dicapai oleh tiga
provinsi saja yakni Provinsi D.I. Yogyakarta,
Bali, dan Kalimantan Timur pada tahun
2017. Provinsi yang mampu
mempertahankan nilai efisiensinya masih
sama seperti tahun sebelumnya, yaitu Bali
dan D .I. Yogyakarta.

Pada tahun berikutnya, jumlah provinsi
yang mencapai efisiensi 100% kembali
meningkat menjadi enam provinsi. Efisiensi
teknis pada biaya di Nusa Tenggara Barat
kembali efisien sejak terkahir kalinya pada
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2015. Provinsi yang masih mempertahankan
efisiensi teknis pada biaya dari tahun
sebelumnya adalah D.I. Yogyakarta, Bali,
dan Kalimantan Timur. Provinsi lainnya
yang mencapai efisiensi yaitu Kalimantan
Utara dan Maluku Utara.

Provinsi Papua pertama kali mencapai
efisiensi teknis biaya 100% pada tahun 2019.
Terdapat empat provinsi lainnya di tahun ini
yang masih konsisten terhadap teknis pada
biaya yang efisien dari tahun sebelumnya,

yakni DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara

100%
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Barat, dan Kalimantan Utara. Total provinsi
yang efisien pada tahun 2019 adalah lima
provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan selama
periode penelitian, pencapaian nilai efisiensi
secara rata-rata di 33 provinsi di Indonesia
hanya sebanyak dua provinsi (6,06 %) dari
seluruh objek penelitian yang telah efisien
dalam menggunakan alokasi dana
pemerintahnya secara konsisten selama
periode penelitian.

Jambi E——————
Papua e—
Maluku ———
Acch ———
Banten e——

Sulawesi Tengah

Kalimantan Tengah —

Indonesia
Bengkuly  e—

La

Jawa Barat HE—
Sulawesi Utara  se——
Sumatera Utara —

|‘w Baral e—

Maluku Utara =—

Kalimantan Barat m—

Kalimantan Sclatan S—
-
Sumalera Selalan ———

Gambar 3. Rata-rata Efisiensi Teknis pada Biaya Intervensi Stunting Menurut Provinsi Tahun 2015-2019
Sumber ; Hasil Olah Statistik, 2021

Terdapat 17 provinsi yang memiliki nilai
rata-rata efisiensi teknis pada biaya di bawah
angka rata-rata nasional (86,2%) selama
tahun 2015-2019, yakni Provinsi Bengkulu,
Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Lampung,

Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jambi,
Sumatera Utara, Papua, Papua Barat,
Maluku, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera
Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, dan
Kalimantan Tengah.

Provinsi DI. Yogyakarta dan Bali

mencapai efisiensi 100% selama lima tahun
berturut-turut. Provinsi yang sudah mencapai
nilai efisiensi teknis biaya sebesar 100%
mengindikasikan bahwa pemerintah daerah
provinsi tersebut sudah efisien dalam
menggunakan sejumlah input anggaran yang
dialokasikan untuk dana intervensi stunting.
Bukti empiris ini didukung dari kondisi
kesehatan masyarakat dan lingkungan di
kedua provinsi tersebut. Kelima indikator
intervensi, yakni imunisasi dasar lengkap,

bayi mendapatkan ASI Eksklusif , ibu yang
sudah melakukan proses kelahiran di fasilitas
kesehatan, rumah tangga memiliki akses
terhadap layanan sanitasi dan sumber air
minum layak di D.I. Yogyakarta dan Bali
selama periode 2015-2019 selalu berada di
atas persentase rata-rata nasional.

Adapun provinsi yang tidak mencapai
nilai efisiensi di angka 1. Daerah-daerah
tersebut dikategorikan sebagai daerah yang
tidak efisien dalam hal teknis biaya
intervensi  siunting. Semakin kecil nilai
efisiensi yang diperoleh, maka semakin tidak
efisien daerah tersebut dalam
mengalokasikan dananya. Adanya sejumlah
tambahan input biaya yang digunakan, justru
menghasilkan sejumlah tambahan output
yang lebih kecil. Pertambahan fasilitas dan
layanan intervensi stunting pada daerah-
daerah tersebut hanya meningkat dengan
jumlah yang kecil.
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B. Efisiensi Teknis pada Sistem Intervensi
Stunting

Berdasarkan hasil analisis DEA pada
tahun 2015, hasil perhitungan nilai efisiensi
pada teknis menunjukkan bahwa terdapat 12
provinsi yang efisien, yaitu Provinsi Aceh,
Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan
Bangka Belitung, Banten, D.I. Yogyakarta,
Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua.
Daftar pencapaian nilai efisiensi teknis pada
sistem intervensi stunting ditampilkan pada
tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Nilai Efisiensi Teknis pada Sistem Intervensi
Stunting Menurut Provinsi Tahun 2015-2019

.. Efisiensi
Provinsi

2015 2016 2017 2018 2019
Aceh 100 100 100 100 1,00
Sl 100 100 100 100 1,00
Utara
Sumaterq 083 086 091 087 0095
Barat
Riau 099 1,00 100 100 1,00
Jambi 089 091 100 081 1,00
Sumatera 075 1,00 100 088 089
Selatan
Bengkulu 100 100 100 100 1,00
Lampung 079 0382 099 098 0,83
Kep.Bangka 0y 094 100 100 1.00
Belitung
Kep. Riau 08 081 100 089 1,00

Jawa Barat 079 091 087 082 0,86

Jawa Tengah 087 087 088 089 085
D.I

Yogyakarta

Jawa Timur 076 076 086 083 0381

100 100 100 100 1,00

Banten 100 090 1,00 100 1,00
Bali 100 1,00 100 100 1,00
NTB 061 062 076 065 068
NTT 082 082 087 074 079
L T 100 091 094 078 087
Barat

Kalimantan o) 93 150 003 100
Tengah

Kalimantan 03 hg3 096 094 086
Selatan

Kalimantan 0> 25 075 067 080
Timur

Kalimantan 0 90 071 081 077
Utara

ciflasien 100 1,00 100 100 1,00
Utara

Snlawesi 088 093 091 087 090
Tengah

pERES 071 074 078 071 073
Selatan

snlaweel 061 061 100 100 075
Tenggara

Gorontalo 1,00 1,00 100 085 094
Sulawesi 067 069 073 070 075
Barat

Maluku 091 100 100 087 100
Maluica 083 094 090 095 100
Utara

Papua Barat 098 0,89 095 100 096
Papua 100 079 075 081 090

Sumber : Hasil Olah Statistik, 202 1

Pada tahun berikutnya terjadi penurunan
jumlah provinsi yang efisien secara sistem
100% menjadi 10 provinsi. Provinsi tersebut
sebagian besar masih mempertahankan posisi
efisiensi seperti tahun sebelumnya, yakni
Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, D..
Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, dan
Gorontalo. Ketiga provinsi lainnya adalah
Riau, Sumatera Selatan, dan Maluku.

Jumlah provinsi yang mencapai efisiensi
sistem  100% mengalami peningkatan
menjadi 16 provinsi pada tahun 2017, yakni
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI
Yogyakarta, Bali, Banten, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, dan Maluku.

Sebagian besar provinsi di tahun 2017
masih mempertahankan efisiensi hingga
tahun berikutnya. Total provinsi dengan
efisiensi teknis pada sistem 100% di tahun
2018 adalah 11 provinsi. Provinsi Jambi,
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau,
Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Maluku
tidak mencapai efisien pada sistem di tahun
ini.

Efisiensi sistem 100% dalam intervensi
Stunting pada tahun 2019 dicapai oleh 14
provinsi yakni Provinsi Aceh, Sumatera
Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan
Bangka Belitung, Kepulanan Riau, Banten,
D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Hasil menunjukkan bahwa pencapaian
nilai efisiensi teknis pada sistem secara rata-
rata berbeda dengan pencapaian efisiensi
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teknis pada biaya. Berdasarkan perhitungan
DEA, ditemukan hasil empiris berupa
pencapaian kondisi efisiensi teknis pada
sistem lebih baik dibandingkan kondisi
efisiensi teknis pada biaya. Dari hasil

100%
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0%
i

Rali
Sulrwes: Utara
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Kep. Bangka Belitung

Banien esssssss——

Kalimaman Tengah
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Mialudus T 0 ——
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Garomalo

Sumatera Lhara

perhitungan tersebut, terdapat enam provinsi
(18,18%) dari seluruh jumlah objek
penelitian yang berhasil mencapai kondisi
efisien secara konsisten selama periode
penelitian yang dilakukan.

Jambi

Kep. Riau

Sumakra Sclatan SEEEE————————

Kalimaman Barat

NTT
NTB
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Gambar 4. Rata-rata Efisiensi Teknis pada Sistem Intervensi Stunting Menurut Provinsi Tahun 2015-2019
Sumber : Hasil Olah Statistik, 2021

Terdapat enam provinsi yang memiliki
rata-rata nilai efisiensi teknis pada sistem di
bawah angka rata-rata nasional (80,1%)
selama tahun 2015-2019, yakni Provinsi
Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara,
Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Provinsi yang memiliki nilai pencapaian
efisiensi teknis pada sistem sebesar 1 atau
1009 mengindikasikan bahwa secara empiris
daerah tersebut tergolong ke dalam kategori
daerah yang efisien dalam menggunakan
fasilitas dan layanan intervensi Stunting di
daerahnya untuk mengurangi angka Stunting.
Provinsi yang secara Kkonsisten selama
periode penelitian memiliki efisiensi teknis
pada sistem sebesar 1 adalah Aceh, Sumatera
Utara, Bengkulu, DI. Yogyakarta, Bali, dan
Sulawesi Utara.

Serupa dengan efisiensi teknis pada biaya,
di dalam efisiensi teknis pada sistem terdapat
provinsi yang tidak mencapai nilai efisiensi
di angka 1. Daerah-daerah tersebut
dikategorikan sebagai daerah yang tidak
efisien dalam hal teknis pada sistem
intervensi  Stunting. Semakin kecil nilai
efisiensi yang diperoleh, maka semakin tidak
efisien daerah tersebut dalam menggunakan
fasilitas dan layanannya untuk mengurangi
angka Stunting. Input berupa fasilitas dan
layanan yang diupayakan pemerintah di
sebagian besar provinsi di Indonesia belum
optimal, sehingga berpengaruh terhadap
pengurangan angka Stunting pada balita yang
juga belum maksimal. Angka balita Stunting
pada daerah-daerah tersebut hanya menurun
dengan jumlah yang sedikit.
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C. Efisiensi Relatif Antar Provinsi di
Indonesia

Efisiensi relatif antar provinsi diperlukan
untuk  melihat  perkembangan  secara
keseluruhan dari efisiensi teknis pada biaya
dan efisiensi teknis pada sistem selama tahun
penelitian. Hal ini diupayakan agar mampu
mencapai tingkat efisiensi yang sempurna.
Skor efisiensi adalah 0-1. Daerah yang telah
mencapai kondisi efisiensi sempurna dalam
anggaran intervensi stunting adalah daerah
secara teknis pada biaya maupun secara

teknis pada sistem telah berhasil mencapai
nilai efisiensi sempurna bernilai 1.

Gambar 5 menunjukkan kuadran
efisiensi menjadi empat bagian. Hasil
pengukuran  efisiensi  teknis intervensi
Stunting di setiap provinsi selama 2015-2019
bervariasi. Terdapat provinsi yang selalu
relatif efisien selama lima tahun, provinsi
yang relatif efisien hanya pada teknis pada
sistem atau teknis pada biaya, dan juga
provinsi yang tidak pernah mencapai tingkat
efisien.

I
11
5
E ng 9 13'°
S 1  © © 0 e PY [ ]
- . 28
= 200  15% 32 -
E 30 31 10
o
= 9 L]
= 25 98° g 21 3 12
5 11
8 33¢ 3
= S ¢
-
g 23
g 264 224
]
o L
v "~ 17 0
0,6
0,6 1

Rata-rata Efisiensi Teknis pada Biaya

Gambar 5. Kuadran Rata-rata Efisiensi Teknis Intervensi Stunting di Indonesia Tahun 2015-2019
Sumber: Hasil Olah Statistik, 2021
Keterangan: 1. Aceh, 2, Sumatera Utara, 3. Sumatera Barat, 4. Riau, 5. Jambi, 6. Sumatera Selatan, 7. Bengkulu, 8. Lampung, 9.
Kep. Bangka Belitung, 10. Kep. Riau, 11. Jawa Barat, 12, Jawa Tengah, 13. D.IY, 14. Jawa Timur, 15. Banten, 16. Bali, 17.
NTB, 18. NTT, 19. Kalimantan Barat, 20. Kalimantan Tengah, 21. Kalimantan Selatan, 22, Kalimantan Timur, 23. Kalimantan
Utara, 24. Sulawesi Utara, 25. Sulawesi Tengah, 26. Sulawesi Selatan, 27. Sulawesi Tenggara, 28. Gorontalo, 29. Sulawesi Barat,
30. Maluku, 31. Maluku Utara, 32. Papua Barat, 33. Papua

Kuadran I menunjukkan provinsi yang
selalu  relatif efisien dalam intervensi
Stunting pada tahun 2015-2019. Kuadran I
menjadi kuadran terbaik dalam penelitian ini.
Hanya terdapat dua provinsi yang selalu
relatif efisien dalam teknis pada biaya dan
teknis pada sistem sekaligus, yakni Provinsi
DI. Yogyakarta dan Bali. Data dari BPS
(2019) juga menunjukkan kelima indikator
intervensi  stunting, kondisi  keschatan
masyarakat dan lingkungan di kedua provinsi
tersebut dengan selama periode 2015-2019

selalu berada di atas persentase rata-rata
nasional.

Kuadran II menunjukkan provinsi yang
selalu mencapai efisien pada teknis pada
sistem, namun belum efisien secara teknis
pada biaya. Provinsi tersebut diantaranya
adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Langkah
kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah
daerah setempat adalah berorientasi pada
efisiensi teknis pada biaya.
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Kuadran III merupakan provinsi yang
selalu mencapai efisien pada teknis pada
biaya, namun belum efisien secara teknis
pada sistem. Berdasarkan pada Gambar 5,
tidak ada provinsi yang terletak pada titik di
sekitar kuadran I1I.

Kuadran IV menunjukkan provinsi yang
secara relatif selalu inefisien dalam intervensi
stunting pada tahun 2015-2019. Terdapat 27
provinsi yang termasuk dalam kuadran IV,
antara lain adalah Provinsi Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,
Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,
NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi  Selatan, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku
Utara, Papua Barat, dan Papua. Langkah
kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah
daerah setempat adalah berorientasi pada
keduanya, yakni efisiensi teknis pada biaya
dan efisiensi teknis pada sistem.

Tabel 3 menunjukkan hasil DEA terkait
peer dan jumlah provinsi benchmark dari
provinsi yang masih inefisien terhadap
provinsi yang rata-rata sudah efisien pada
tahun tertentu dan provinsi yang selalu
efisien dan selama periode penelitian.
Berdasarkan Tabel 3 tersebut, terlihat bahwa
2 provinsi yang selalu relatif efisien, yakni
DI. Yogyakarta dan Bali, selalu menjadi
peer di setiap tahunnya. Pada penjelasan
kuadran I sudah terlihat bagaimana kedua
provinsi ini relatif efisien, karena dengan
input yang lebih rendah daripada rata-rata
provinsi  yang lain, tetapi mampu
menghasilkan output yang lebih besar
dibandingkan provinsi lainnya.

Tabel 3. Peer dan Jumlah Provinsi Benchmark

Kep. Riau 2
Jawa Tengah 3
DLY 25
Jawa Timur 4
Bali 14
Gorontalo
D.LY 27
2017 Bal 21
Kalimantan Timur 1
D.LY 17
Bali 14
2018 Kalimantan Timur 9
Kalimantan Utara 17
Sulawesi Utara 5
D.LY 20
2019 Bali 15
Kalimantan Utara 10

Sulawesi Utara 11

Jumlah

Provinsi

Tahun Peer Inefisien

untuk
Benchmark

DLY 28
2015 Bali 18
Kalimantan Timur 1
2016 Kep. Bangka Belitung 2

Sumber : Hasil Olah Statistik, 202 1

Pemerintah daerah provinsi yang masih
inefisien dapat menggunakan hal ini sebagai
rujukan untuk mengalokasikan input secara
tepat. Hal ini dilakukan agar dapat mencapai
output yang lebih tinggi, seperti yang dicapai
oleh peer-nya masing-masing, sehingga
provinsi yang tadinya inefisien tersebut dapat
menjadi relatif efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis efisiensi teknis
sistem intervensi stunting 33 provinsi di
Indonesia pada tahun 2015-2019 dengan
menggunakan metode data envelopment
analysis (DEA), maka kesimpulan yang
dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Sepanjang tahun 2015-2019, hanya
terdapat dua provinsi (6,06%) yang telah
mencapai efisiensi sempurna secara teknis
pada biaya. Daerah tersebut yaitu Provinsi
D.I. Yogyakarta dan Provinsi Bali.
Sebanyak 31 provinsi masih belum
optimal  dalam  penggunaan  dana
terintegrasi yang diberikan pemerintah
pusat untuk belanja kesehatan, terutama
dalam mengurangi angka stunting pada
balita. Hal ini membuktikan secara teknis
pada biaya, sebagian besar provinsi belum
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optimal dalam menyerap anggaran aktual
tersebut.

2. Penelitian menunjukkan bahwa secara
efisiensi teknis pada sistem, hanya
terdapat enam provinsi (18,18%) yang
telah mencapai kondisi efisien sempurna
di sepanjang tahun 2015-2019. Daerah
tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara,
Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Bali, dan
Sulawesi Utara. Inefisiensi secara sistem
terjadi karena kurang maksimalnya output
berupa fasilitas dan layanan kesehatan
yang terdapat pada sebagian besar daerah
sehingga berpengaruh terhadap
pengurangan angka stunting pada balita
yang juga belum maksimal.

3. Rata-rata efisiensi teknis intervensi
stunting pada Provinsi D.I. Yogyakarta
dan  Bali  selalu relatif efisien
dibandingkan provinsi lainnya dan
menjadi peer pada setiap tahun penelitian.
Terlihat bahwa kedua provinsi tersebut
memiliki input (biaya) yang rendah
namun mampu menghasilkan outpur yang
lebih besar dibandingkan provinsi lainnya.
Hasil analisis menunjukkan bahwa masih
banyak provinsi di Indonesia yang selama
tahun 2015-2019 belum mencapai efisien
secara teknis dalam intervensi stunting.

V.SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam
penelitian, saran yang dapat diberikan kepada
stakeholder/pemerintah provinsi antara lain
sebagai berikut.

1. Perlu adanya perbaikan pada daerah yang
belum efisien dalam memaksimalkan
anggaran  intervensi yakni  dengan
menggunakan dana terintegrasi yang
diberikan pemerintah pusat untuk belanja
keschatan  dengan  optimal  dalam
mengurangi angka stunting pada balita.

2. Berdasarkan analisis efisiensi teknis pada
sistem dan teknis pada biaya sepanjang
tahun penelitian, inefisiensi teknis pada
biaya masih mendominasi sebagian besar
pemerintah  provinsi di  Indonesia.
Perbaikan yang dilakukan tidak dengan
mengurangi anggaran aktual, namun pada
optimalisasi output dengan meningkatkan
fasilitas dan layanan kesehatan kepada

masyarakat maupun kesehatan
lingkungan.

3. Fasilitas dan layanan yang perlu
dikembangkan  oleh  masing-masing
pemerintah provinsi dalam intervensi
stunting, di antaranya meningkatkan
cakupan layanan imunisasi dasar lengkap
pada anak dan sosialisasi pada ibu akan
pentingnya nutrisi dari pemberian ASI
Eksklusif untuk bayi. Pemerintah masih
perlu melengkapi fasilitas rumah sakit dan
puskesmas yang belum memadai, serta
memastikan fasilitas rumah tangga agar
memiliki akses terhadap layanan sanitasi
dan air minum yang layak.
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